
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai t hitung sebesar 10.425 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0.000 (p < 0,05), hal ini berarti variabel 

kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerimaan pajak. 

2. Penagihan Pajak mempunyai nilai t hitung sebeasar 1.766 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,006 (p < 0,05), hal ini berarti variabel 

penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan 

pajak.  

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan adalah sebagai berikut: 

1. Periode penelitian ini hanya menggunakan periode waktu 2 (Dua) Tahun 

yaitu periode tahun 2017 - 2018. Hal ini menunjukkan generalisasi 

penelitian yang lemah. 

2. Lingkup pada penelitian ini hanya pada SAMSAT Kabupaten Ngawi, 

sehingga sampel yang diperoleh hanya 19 Kecamatan di Kabupaten 

Ngawi. 
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3. Penelitian ini hanya menyertakan variabel Kepatuhan wajib pajak dan 

penagihan pajak, masih belum menyertakan variabel yang lain seperti 

kesadaran membayar pajak  

 

 

C. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan periode penelitian lebih 

dari tahun 2 tahun. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan lingkup penelitian 

yang lebih luas seperti SAMSAT di Jawa Timur atau Samsat di Jawa 

Timur bagian Barat 

3. Menambahkan variabel kesadaran wajib pajak, yang pengukuran 

variabelnya tidak menggunakan data sekunder, tetapi menggunakan 

presepsi dengan kuisioner. 
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